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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK WALI HAKIM
SEBAGAI WALI NIKAH MEMPELAI PEREMPUAN YANG
DILAHIRKAN KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA KEC. PANDAK

Di Indonesia, masalah asal usul (nasab) anak terdapat beberapa ketentuan
hukum vyang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti karena pluralitas bangsa,
utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang
berlaku pun bervariasi. Sehingga wajar saja bila di beberapa KUA dalam
memandang wali nikah yang berhak untuk menikahkan mempelai perempuan
yang dilahirkan kurang dari enam bulan saling berbeda. Misalnya di KUA
Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, mempelai perempuan tersebut tetap
diwalikan oleh bapak biologis, karena mereka mendasarkannya pada UU. No. 1
Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53, yang tidak mendasarkan waktu
enam bulan sebagai batasan dalam menentukan hubungan nasab. Sedangkan di
KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, mempelai perempuan tersebut
dinikahkan oleh Wali Hakim. Hal ini mereka lakukan karena mendasarkan kepada
Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, dan Surat
Edaran Departemen Agama Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk
pengisian formulir NTCR, yang menjadikan waktu tenggang enam bulan, sebagai
dasar penentuan hubungan nasab.

Berangkat dari fenomena inilah yang menarik penyusun untuk membahas
lebih mendalam mengenai latar belakang, dasar hukum pemberlakuan wali hakim
sebagal wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan
di KUA Kecamatan Pandak. Dan mengapa di antara KUA. terdapat perbedaan
sudut pandang dalam melihat wali nikah yang berhak menikahkan mempdal
perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan.

Jenis penilitian yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini,
merupakan penelitian lapangan (field reaserch) dengan mengambil sample di
KUA Kecamatan Pandak ' Kab. - Bantul' 'Sedangkan tntuk = pendekatannya
menggunakan pendekatan. yuridis: dan . normatif, Dalam - menganafisa data,
penyusun terlebih dahulu mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama-dari
segi  kelengkapan, kejelasan, kesesuaian  dengan tema yang  diangkat,
mengklarifikasi, dan  mensistematisasi  data-data © sesuai - dengan’ pokok
permasalahan yang ada. Pada tahap selanjutnya kemudian menganalisa data yang
berkaitan dengan tema dan pokok permasalahan yang diangkat. Analisa data yang
dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode analisis kualitatif,
dengan metode berpikir induktif.

Sikap penghulu  KUA Pandak terhadap permasalahan ini, lebih
dipengaruhi oleh Jumhur ulama’ yang mengatakan, bahwa batasan minimal enam
bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab anak kepada bapaknya.
Berkaitan dengan batas minimal masa kehamilan tersebut, maka ketika kelahiran
anak sudah melewati batas waktu enam bulan dari saat akad, maka anak tersebut
besar kemungkinan memang lahir sebagai akibat dari perkawinan, sehingga ia
bisa dinasabkan pada bapaknya. Sedangkan konsekuensi dari ketetapan tersebut
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yaitu, jika kelahirannya kurang dari waktu enam bulan dari masa akad, maka ia
tidak dapat bernasab kepada bapaknya, kecuali jika bapaknya mengakui dan tidak
menerangkan bahwa anak tersebut hasil dari zina. Ukuran ini diambil dari firman
Allah SWT. Al-Ahgaf (46):15 dan Lugman (31):14. Dalam Ahqgaf (46):15
diterangkan bahwa hamil dan disapih, berlangsung bersama-sama dalam tiga
puluh bulan, sedang dalam Lugman (31):14 diterangkan, bahwa masa - disapih
lamanya dua tahun. Jadi 30 (tiga puluh) bulan dikurangi 24 ( dua puluh empat
bulan), hasilnya adalah 6 (enam) bulan. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh
sahabat yang mulia, ahli tafsir al-Qur’an, ‘Abdullah Ibnu ‘Abbas.

Sehingga bila anak di luar nikah itu kebetulan adalah perempuan dan
ketika ia telah beranjak dewasa dan ingin melangsungkan perkawinar, maka ia
tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh bapaknya sendiri yang telah
mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab dengan bapak
tersebut telah terputus. Oleh karena itu, mempelai perempuan dapat menggunakan
wali hakim sebagai wali nikahnya (tahkim).

Sementara itu tentang pemberlakuan Pasal 53 dan 99 KHI, menurut
penghulu Pandak memang dalam satu segi, menunjukkan adanya kemaslahatan
agar anak jangan sampai tidak mempunyai nasab. Namun apabila ditinjau darn
segi moral, anggapan itu akan mudah disalah gunakan untuk melindungi
kemerosotan moral. Dengan dimungkinkannya pengakuan anak yang jelas terjad
sebagai akibat hubungan zina, orang tidak akan merasa keberatan untuk
melakukan hubungan sebelum perkawinan, sebab akhirnya anak yang lahir dapat
dinyatakan scbagai anak sah kedua orangtuanya. Padahal anak (kecturunan)
merupakan salah satu unsur tiang penyangga kehidupan manusia (daruriyyah).
Disamping itu juga dengan memberlakukan pasal tersebut juga akan
memunculkan permasalahan baru yang cukup rumit dalam hukum Islam, misalnya
dalam masalah, keperdataan, perwalian, dan hubungan mahram.

Oleh karena itu, penghulu Padak dalam pemberlakuan wali nikah yang
berhak untuk menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam
bulan tidak mendasarkan pada Pasal 53 dan 99 KHI.

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, ada satu pertimbangan
lagi dari penghulu KUA" Pandak dalam memberlakukan walirhakim sebagai wali
nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari ¢nam bulan. Ternyata
masyarakat di lingkungan Kecamatan Pandak lebih menerima kehadiran Jumhur
Ulama’ dalam melihat batasan enam bulan sebagai dasar penentuan nasab dari
pada ketentuan Pasal 53 dan 99 KHI.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi  Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman ftransliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Bar B be
<o Ta' T te
& Sa s es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha&’ H ha (dengan titik di bawah)
e Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D de
5 zal 7 zet (dengan titik di-atas)
B) R&’ R er
3 Zai Z zet
o Stn S es
P Syin Sy es dan ye
e Sad S es (dengan titik di bawah)
% Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta’ T te (dengan titik di bawah)
b 73 Z zet (dengan titik di bawah)




¢ ‘Aln ‘ koma terbalik

¢ Gain G ge

o Fa’ F ef

A Qaf Q qi

4 Kaf K ka

J Lam L. el

¢ Mim M em

J Nin N en

g Wawu %% we
—a Ha’ H ha

. ! apostrof (tctapi tidak

Hamzah dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
2 Ya’ Y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong-dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya’ berupa -tanda/ atau-harakat,

transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
....... Fathah a a
_______ Kasrah I I

3
....... Dammah u u

Xi



Contoh :
S — kataba | a4y — yazhabu

Jo —sw’ila S5 — zukira
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya secbagai berikut ;

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s Fathah dan ya ai adani
Jreen Fathah dan wawu au adanu
Contoh :
S — kaifa J s» - haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa|harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
b T " ‘ . a a dengan garis di atas
Fathah dan alif atau alif
e Kasrah dan ya T i dengan garis di atas
3
Jreee Dammah dan wawu a u dengan garis di atas
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Contoh :

JG —qala Je—qila

s, — rama J & — yaqiilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua :

1. Ta’ Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).

2. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transiiterasinya
adalah (h).
Contoh : i>Jb — Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : &\ &5 4, — raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangken dengan
sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh : Lu; - rabbana

X1il



(:-JU' —nu'imma
F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "o
Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diitkuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
qamariyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslitcrasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh : J> ' —ar-rajulu
sdwt — as-sayyidatu,
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah difransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun hurut Gamariyah, kaia sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata
sambung (-).

Contoh : (&) - al-qalamu JWLS — al-jalalu
- al-badtu,

Xiv



G. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karcna dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh : & = syai’un < ol — umirtu
¢ s = an-nau’u 0 ydotl ~ ta’khuzuna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini_penulisan kata

tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

OBV e 4b ] Oly - Wa innallaha lahuwa khair Ar-raziqin
O 5y J’-‘Q‘ \jé)‘\.é = | ['a “aufu al kaila'wa al mizana.

. Meskipun dalam ‘sistem’ tulisan arab huruf kapital tidak dikcnbml, dalam
transliterasi ini huruf terscbut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

XV



Jywy Yoz Ly — wa ma Muhammadun illa Rasul

il Py S JJT O} — Inna awwala baitin wudi’a linnisi

Penggunaaﬁ» :huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh :
2 s A ps was — nasrun minallahi wa fathun qarib

o2 oY1 & — illahi al-amru jami’an,

J. Bagi mereka yang meninginkan kefasihan ‘dalam bacaan, pedoman
transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan suami istri merupakan masalah yang urgen dan signifikan
dalam hubungan sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk
sosial (Zoon Politicon), manusia homo social humini, kata Aristoteles.! Oleh
karena itu ikatan suami istri merupakan perjanjian yang suci misagan galizan,
perjanjian yang suci dan kokoh, diantaranya bertujuan membentuk keluarga
yang bahagia, kekal, dan abadi.

Islam memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral, oleh karena
itu harus dilaksénakan berlandaskan ketentuan-ketentuan yéng telah
ditetapkan oleh Allah melalui ayat-ayat al-Qur’an dan as-Sunah, Perkawinan
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, dianggap sah menurut
hukum Isle;xn, |

Perkawinan menjadi begitu penting dalam kehidupan manusia, sebab
lewat ikatan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan
dipandang sebagai sebuah hubungan yang terhormat. Pergaulan hidup
berumah tangga yang dibina melalui perkawinan yang baik niscaya
melahirkan suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan

istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan

! Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him.25



keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih
dan terhormat

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan, agaknya menjadi sebuah
persoalan krusial untuk memperhatikan tentang keabsahan perkawinan secara
hukum. Sebab, salah satu tujuan adanya perkawinan adalah untuk memperoleh
keturunan, sehingga keabsahan perkawinan otomatis turut menentukan pula
keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.”

Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan sccara sah,
harus dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya
syarat maupun rukun-rukunnya ini, maka perkawinan dinyatakan batal.
Hukum Islam memasukkan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai
salah satu rukun perkawinan.’ Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa
walt, atau wali bukanlah orang vyang berhak, maka pernikahan tersebut
menjadi batal (tidak sah). Dalam riwayat dari Abi Burdah ibn Abu Musa dari

bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

1 W R

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa wanita yang menikah tanpa

seizin walinya maka nikahnya batal, Rasulullah bersabda:

2 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menmurut Mazhab Svali'l Hanaf],
Maliki, dan Hambali (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), him.1

? Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan
di Indonesia (ttp.: Bina Cipta, 1978), him. 24

4 As-San’any, Subul as-Salam ({tp.: Dar al-Manar, 2002), H1:156, hadis No. 920. IiR.
Ahmad dan Arba’ah.
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Seorang mempelai wanita biasanya melakukan akad nikah dengan
berwalikan ayahnya atau wali nasab, akan tetapi dalam keadaan tertentu ketika
ia tidak mempunyai wali nikah, maka dia boleh menikah dengan
menggunakan wali hakim.

Adapun dasar penggunaan wali hakim ini adalah hadis dari *Aisyah:

U Ly Y oy Ol

Banyak faktor untuk memberlakukan wali hakim sebagai wali nikah
mempelai perempuan. Salah satunya adalah karena mempelai perempuan
terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan. Hal ini diberlakukan, sebab
adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan
terputus dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Sedangkan
mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan dari
perkawinan kedua orang tua dianggap sebagai hasil anak zina. Karena waktu
tersebut belum mencukupi bagi kelahiran bayi pada umumnya.

Dalam dataran praktek ‘dis KUA, ‘pendeteksian ‘untuk mengetahui
mempelai perempuan tersebut hasil anak zina, ditelusuri dari akta kelahiran

mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orangtua. Ketika terdeteksi

5 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan ibn Majah (Bairut: Dar al-Fikr, 1995),
1:590, hadis' No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu’az, Ibnu
Juraij, Sulaiman bin Musa, ‘Urwah, dan ‘ Aisyah.

® Ibid,



jarak kelahiran mempelai perempuan dan hari perkawinan kedua orangtua
kurang dari enam bulan maka dikemungkinkan mempelai perempuan tersebut
adalah anak hasil zina. Setelah terdeteksi, barulah kemudian penghulu KUA
merekomendasikan agar mempelai wanita dinikahkan oleh wali hakim.

Setelah melakukan penelitian, penyus'vunv menemukan perbedaan di
beberapa KUA, dalam menentukan wali nikah mempelai perempuan yang
lahir kurang dari | ecnam bulan masa perkawinan orangtuanya. Di KUA
Kotagede,” wali nikah mempelai perempuan yang dilahitkan kurang dari enam
bulan adalah bapak biologisnya, sedangkan di KUA Pandak Kabupaten Bantul
wali nikah mempelai perempuan tersebut adalah wali hakim.®

KUA Kecamatan Kotagede dalam memberlakukan bapak biologis
menjadi wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam
bulan, berdasarkan KHI Pasal 53 dan 99.

Pasal 99 point a). menyatakan bahwa, “Anak yang sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan Pasal 53
ayat (1) menyatakan bahwa, “Sahnya perkawinan wanita hamil hanya bila
dilakukan dengan pria_yang menghamilinya”. Dengan demikian hubungan
nasab antara anak dan ayahnya hanya ada apabila yang menikahi wanita hamil

itu laki-laki yang menghamilinya.’ Sehingga jika anak zina itu adalah

;
/L

" Hasil wawancara -dengan Bp. Hendri, penghulu KUA Kecamatan Kotagede Kota
Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2005.

¥ Hasil wawancara dengan Bp. Badari, penghulu KUA Kecamatan Pandak Kabupaten
Bantul, tanggal 21 Agustus 2005,

 A. Zuhdi Muhdhar, Memahami Hukum Perkawinan; Nilah, Talak, dan Perkawinan
(Bandung: al-Bayan, 1994), him. 48



perempuan, maka bapak yang mencampuri ibunya dengan tidak sah tersebut
masth berhak untuk menikahkan atau mewalikannya. Oleh karena itu, KUA
Kecamatan Kotagede dalam menikahkan mempelai perempuan yang
dilahirkan kurang dari enam bulan, tetap menggunakan bapak biologis sebagai
wali nikah. Sementara di KUA. Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, bagi
mempelal perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam  bulan,
dinikahkan oleh wali hakim. Hal ini didasarkan pada ketentuan pemberlakuan
wali  hakim, dalam Surat [Edaran Nomor: D/ED)PW.OI/O3/I992 tentang
petunjuk pengisian formulir NTCR, Departemen Agama Dircktorat Jendral

10

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji," disana dijelaskan bahwa:

Bila calon mempelai wanita itu adalah anak pertama dan walinya wali
ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak
pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan
nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut masuk kategori
anak 1bunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali
hakim).

Jenis penilitian yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini,
merupakan penelitian lapangan (field reaserch) dengan mengambil sample di
KUA Kecamatan Pandak. /Meskipun demikian, ‘dalam ‘pembahasan karya tulis
ini, penyusun juga menyinggung sedikit. tentang fenomena di. KUA Kotagede.
Hal i dirasa penting dan menarik, karena dengan adanya fenomena di
Kotagede menunjukkan dalam menentukan wali nikah mempelai perempuan

vang dilahirkan kurang dari enam bulan, ternyata di antara kedua KUA

tersebut mempunyai argumentasi yang berbeda.

10 Depag, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (Jakarta: Badan Kesejahteraan
Masjid Pusat, 1992/1993), him.497
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Berangkat dari fenomena inilah, penyusun tertarik untuk membahas
lebih mendalam mengenai latar belakang, dasar hukum pemberiakuan wali
hakim sebagai wali nikah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan di
KUA Kecamatan Pandak, dan mengapa di antara KUA, terdapat perbedaan
sudut pandang dalam menilai wali nikah yang berhak menikahkan mempelai
perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan?

Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengangkat
beberapa po}cok permasalahan, sebagai berikut:

I. Apa alasan yang melatarbelakangi penghulu KUA. Pandak dalam
memberlakukan wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan

kurang dari enam bulan?

2o

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek wali hakim sebagai
wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan?
3. Mengapa terjadi perbedaan sudut pandang di antara KUA dalam melihat
wali nikah yang berhak menikahkan mempelai pecempuan yang dilahirkan
kurang dari enam bulan?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban secara
argumentatif mengenai:
1. Menjelaskan alasan penghulu KUA Pandak dalam memberlakuan wali

hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.



2. Memberikan penilaian terhadap praktek wali hakim sebagai wali nikah
mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dar‘i enam bulan, dalam
prespektif hukum Islam.

3. Memperoleh kejelasan tentang penyebab perbedaan sudut pandang di
antara KUA, dalam memutuskan siapa wali nikah yang berhak
menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam
bulan.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini
adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di lingkungan
KUA, khususnya yang berkaitan dengan praktek wali hakim scbagai wali
nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.

2. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia
dalam masalah hukum, serta dapat dijadikan schagai acuan sederhana
dalam penelitian selanjutnya,

. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ' scbagai  salah satu etika ilmiah yang dapat
dimanfaatkan guna memberikan kejelasan informasi vang tengeh dikaji dan
diteliti melalui khazanah pustaka, serta seputar jangkauan permasalahan yang
didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas dari tema yang dibahas.

Masalah perkawinan cukup memperoleh porsi pembahasan yang
memadai dalam kitab-kitab dan buku-buku figh, karena wali merupakan salah

satu hal yang penting dalam pernikahan dan salah satu yang tercakup di



dalamnya adalah tentang wali hakim, walaupun pembahasan tentang wali
hakim tersebut adakalanya tidak begitu mendetail.

Seperti dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtasid
karya Ibnu Rusyd, tidak menjelaskan macam-macam hal yang ada
relevansinya dengan wali hakim secara mendetail. Di dalamnya tidak terdapat
bab tersendiri mengenai wali hakim, akan tetapi hanya dimasulkan dalam
bagian pembahasan ketidakhadiran wali aqrab dalam pernikahan.'’

Kitab al-Umm karya Imam Syafi’i menjelaskan tentang wali secara
panjang lebar, akan tetapi tidak ada penjelasan tentang wali hakim dalam bab
tersendiri. '*

As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh as-Sunnah memaparkan sangat
singkat, walaupun di dalamnya ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang
wali hakim tersebut. "

Kemudian dalam kitab ‘Tanah at-Talibin karya Zain ad-Din al-Malibari
ad-Dimyati menjabarkan bermacam hal yang ada relevansinya dengan wali
hakim secara mendetail. Namun 'tidak ‘ada penjelasan’ lebih lanjut mengenai
wali hakim bagimempelai perempuan yang dilalrkan kurang-dari enam

bulan.'*

" Tbnu Rusyd, Bidayah al-Myjtahid wa Nihayah al-Mugtasid (Semarang' al-Hidayah,
tt.), 111

12 Asy-Syafi’i, Al-Umm (Bairut: Dar al-Kutub al-Iimiyah, t.t.), V:24
1 As-Syayyid Sabiq, Figh As-Sunnah (1tp.: Dar al-Fikr, t.t.), 1122

' Zain Ad-Din al-Malibari, I"anah at-Talibin (Semarang: Toha Putra, t.t.), 11:39



As-Sayyid Abdurrahman al-Hadramiyyah dalam kitab Bugyah al-
Mustarsyidin, sebenarnya cukup banyak menjelaskan mengenai wali hakim,
akan tetapi dalam penjelasannya belum ditemukan tentang pemberlakuan wali
hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.

Kemudian dalam buku-buku yang berbahasa Indonesia seperti
bukunya Idris Ramulyo yang berjudul, Hukum Perkawinan Islam, hanya
terdapat penjelasan ringkas dan singkat tentang wali hakim, sehingga tidak
ada penjelasan lebih dalam tentang wali hakim tersebut.'®

Dalam buku yang berjudul Asas-asas Hukum Perkawinan Islam, karya
Kamal Mukhtar, walaupun ada pembahasan tentang penyebab digunakannya
wali hakim yang bisa dijadikan sebagai pengganti wali aqrab, akan tetapi
batasan kelahiran enam bulan, tidak termasuk dalam salah satu sebab
kewenangan wali hakim menjadi wali dalam pernikahan. "

Sedangkan dalam buku A. Zuhdi Muhdhar, Memahami Hukum
Perkawinan: Nikah, Talak, Dan Perkawinan, terdapat pembahasan mengenail
wali hakim beserta penjelasan mengenai sebab digunakannya wali hakim,

akan tetapi disana, juga belum ditemukan penjelasan mengenai penggunaan

1 As-Sayyid Abdirrahman al-Hadramiyah, Bugyah al-Mustarsyidin (Lebanon: Dar al-
Fikr, 1994), him. 331

1 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),
him. 75

7 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), him. 101
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wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam
bulan.'®

Sementara dalam karya ilmiah seperti skripsi yang telah disusun,
memang ditemukan beberapa pembahasan tentang wali dalam pernikahan,
namun tidak ada yang secara spesifik membahas tentang wali hakim bagi
mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan. Dalam skripsi
yang ditulis oleh saudari Mariya Ulfah yang berjudul; Pelaksanaan

Perkawinan karena Wali Adal, merupakan studi lapangan di Kecamatan

Secang Kabupaten Magelang, menyinggung pembahasan tentang kasus wali
hakim yang berwenang menikahkan seorang perempuan yang walinya adal."

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Nani Kuswarni yang
berjudul; Wali Hakim dalam Kawin Lari, dalam Skripsinya menjelaskan
penggunaan wali hakim disebabkan hubungan perkawinan mereka tidak
direstui kedua orang tua.*

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Taufik Muhamad
yang berjudul; Pelaksanaan 'Perkawinan ‘'Wali Hakim di KUA Kecamatan

Jebres Kotamadya Surakarta. Skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor

penyebab KUA Kecamatan Jebres menggunakan wali hakim, dan dalam hasil

8 A, Zuhdi Muhdhar, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Dan Perkawinan,
him. 62

' Mariya Ulfa, “Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali Adal Di Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang Tahun 1998-1999”, Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: TAIN Sunan
Kalijaga, 2001).

% Nani Kuswarni, “Wali Hakim Dalam Kawin Lari”, Skripsi Tidak Diterbitkan
(Yogayakarta: JAIN Sunan Kalijaga, 2003)
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penelitiannya tidak ditemukan faktor diberlakukaunya wali hakim bagi
mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.*!

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran atas karya-karya ilmiah
tadi, penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas
tentang wali- hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari
enam bulan, sehingga penyusun mencoba untuk membahas permasalahan ini
sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki.

Kerangka Teoretik

Pernikahan yang didahului perzinaan melahirkan banyak persoalan, di-
antaranya masalah iddah, status hukum bila akad nikeh dilangsungkan pada
saat mempelai wanita dalam keadaan hamil, baik dengan laki-laki yang
menghamilinya maupun dengan laki-laki lain dan status anak yang dilahirkan
pasca akad nikah tersebut. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan kejelasan
status secara yuridis. Agar dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya
dibutubkan dua syarat: hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila
hanya terdapat satu syarat saja, maka nasab tidak bisa dihubungkan antara
keduanya. .

Jumhur ulama’ sepakat bahwa batasan minimai enam bulan sebagai

2

dasar untuk menghubungkan nasab anak kepada bapaknya.”> Berkaitan

! Taufiq Muhamad, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim Di

KUA. Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta”, Skripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: JAIN
Sunan Kalijaga, 1998).

2 Ybnu ¢ Abbas dan para ulama’ yang lain mengambil kesimpulan dengan menafsirkan al-

Ahqaf (46):15 dan Lugman (31):14, bahwa masa atau usia kandungan janin dalam perut adalah
enam bulan, selanjutnya lihat, Isma'il ibn Kasir, Tafiir ibn Kasiv (Bairut: Dar Andalus,
1385H/1996 M), V:383. Lihat juga Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif
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dengan batas minimal masa kehamilan tersebut, maka ketika kelahiran anak
sudah melewati batas waktu enam bulan dari saat akad, maka anak tersebut
besar kemungkinaﬁ memang lahir sebagai akibat dari perkawinan, sehingga ia
bisa dinasabkan pada bapaknya. Sedangkan konsekwensi dari ketetapan
tersebut ialah, jika kelahirannya kurang dari waktu enam bulan dari masa
akad, maka ia tidak dapat bernasab kepada bapaknya, kecuali jika bapaknya
mengakui dan tidak menerangkan bahwa anak tersebut hasil dari zina.*>

Ukuran ini diambil dari firman Allah SWT.
od./s\j \JZSJ{ dir2 9 Ub; FARPTIFN Llaos-| 4:.1.4\5\}3 OLWJ‘}“ \.1,;;:)}
1 g 0

Firman Allah SWT dalam surat lain:

Bowle 3 dlaby oay Jelay S ale iy olusY) ey

Juga firman Allah SWT:

26&},1.»\5 Uﬁj)}' ZJJBJY}\‘ B C.)U.S\)ﬂj

Hukum Islasm Perdata Barat/BW, Hukum Isiam dan Hukum Adai, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar
Grafika, 1992), him. 46.

» Muhammad Zaid al-Abyani, Ahkamu Al-Syari’sh fi al-Ahwal al-Syakhsiyy«h (Bairut;
Maktabah al-Nahdiyah, t.t.), I1:4

# Al-Ahqaf (46):15
¥ Lugman (31):14

% Al-Baqarah (2):233
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Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu
berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh bulan, sedang dalam ayat kedua
diterangkan, bahwa masa disapih lamanya dua tahun. Jadi 30 (tiga puluh)
bulan dikurangi 24 ( dua puluh empat bulan), hasilnya adalah 6 (enam) bulan.
Inilah pendapat yang dikuatkan oleh sahabat yang mulia, ahli tafsir al-Qur’an,
‘Abdullah Tbnu ‘Abbas.”’

Nasab anak kepada ibunya dapat ditetapkan pada setiap keadaan baik
kehamilan disebabkan syar’i atau gairu syar’i. Adapun nasab anak kepada
ayahnya tidak dapat ditetapkan kecuali karena perkawinan sahih, fasid, wat’i
syubhat atay adanya ikrar nasab.”® Islam menghapus fradisi jahiliyah dalam

menghubungkan nasab karena zina. Sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda;

2 ok RNy A

Makna W disini adalah nasab anak dapat di‘hubungkan kepada ayah
yang memiliki perkawinan sah. Sedangkan .4 adalah istri yang sah (menurut

Jjumhur ulama’) dan suami dianggap telah bersetubuh dengannya. Adapun zina
tidak dapat dijadikan - sebab untuk. menetapkan nasab.. ‘Ali Ilasabillah

menerangkan s\, adalah pezina yang tidak dapat menuntut hubungan nasab

77 <Ala’ al-Din Kharufah, Syarh Qanun al-Ahwal al-Syahsivyah (Bagdad: Matba’ah al-
Ma’arif, 1963), 11:168. Lihat juga Ism’ail ibn Kasir, Tafsir ibn Kasir, V:383.

8 Wahbah Az-Zubaili, al-Figh al-Islami wa Adilatub, cet. ke-2 (Damaskus; Dar al-Fikr,
1985), X:7249,

* Al-Bukhar, Sahih al-Bukhari bi Hasyiyysh al-Sindf, 4 jilid (Bairut: Dar al-Fikr, 1995),
1V:191, hadis nomor 6749. Hadis diriwayatkan dari ‘Abdullah Ibnu Yusuf, Malik, 1bnu Syihab,
*Urwah, dan ‘Aisyah. Hadis ini terdapat dalam semua kutub al-Tis’ah



pada anak yang dilahirkan. Sebagaimana yang disyari’atkan, dia akan
menerima rajam, kekecewaan, dan kerugian.*

Sehingga bila anak di luar nikah itu kebetulan adalah perempuan dan
ketika ia telah beranjak dewasa dan ingin melangsungkan perkawinan, maka
ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh bapaknya sendiri yang telah
mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab dengan bapak

tersebut telah terputus.”

Oleh karena itu, mempelai perempuan dapat
menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya (tahkim).

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan
kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Di Indonesia, masalah asal-usul anak
ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang bervariasi. Ini dapat dimengerti,
karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan.

Dalam:‘Unda_n'g—undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang asal-
usul anak terdapat dalam pasal 42,43, dan 44.

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalaimn atau sebagai akibat

perkawinan yahg sah.

Pasal 43:

1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

WAl Hasabillah, Furgatu Baina al-Zaujain (ttp.: Dar Fikr, 1968), hlm. 227

A Zuhdi Muhdhar, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Dan Perkawinan,
him, 48
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2)  Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas sclanjutnya akan diatur
dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44

1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan
oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya
telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

2)  Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas
permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberikan toleransi
hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak
antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia
kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung‘fadi lahir pada saat ibunya
dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah.
Undang-undang tidak mengatur batas minimal masa kandungan, baik dalam
pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.*®

Pasal 42 undang-undang petkawinan, dinilai bermakna ganda
(ambigu). Keambiguan pasal itu terletak pada kata “dalam” dan “sebagai
akibat,” kedua kata itu mempunyai arti yang saling bertentangan. Kata
“dalam,” dalam pasal itu dapat berarti dua: bisa lahir dalam perkawinan dan

memang hasil dari perkawinan yang sah. Jika yang pertama bisa ditarik dari

32 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia cet ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), him. 222



16

pengertian pasal itu, maka anak yang diluar perkawinan adalah juga anak yang
sah.*

Ahmad Azhar Basyir menguatkan, jika dalam ketentuan pasal tersebut
diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya anak asal berada dalam
perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakéh laki-laki yang
kemudian menjadi suami ibu dari anak tersebut adalah penyebab kehamilan
atau bukan. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa ketentuan undang-undang
itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.**

Pasal 99 point a). menyatakan bahwa, “Anak yang sah adalah anak
yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yan‘g sah.” Sedangkan pasal 53
ayat 1 menyatakan bahwa, “Sahnya perkawinan wanita hamil hanya bila

dilakukan dengan pria yang menghamilinya.” Dengan demikian hubungan

nasab antara anak dan ayahnya hanya ada, bila yang menikahi wanita hamil itu
laki-laki yang menghamilinya.’® Sehingga bila anak zina tersebut adalah
perempuan, maka bapak yang mencampuri ibunya dengan tidak sah tersebut
masih berhak untuk menikahkan atau mewalikannya.

Jadi anak sah menurut hukum positif termasuk di dalamnya Kompilasi
Hukum Islam, adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah.

Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang

3 Luthfi as-Syaukanie, Politik, HAM, dan Isu-isu T ekhnologi dalam Fikih Kontemporer
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), him. 98

** Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-10 (Yogyakarta: UIL Press,
2004), him.107

35 A. Zuhdi Muhdhar, Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, dav Perkawinan,
hlm. 48
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sah, ia disebut sebagai anak yang sah. Tampaknya Kempilasi Hukum Islam
tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas, kecuali apabila suami
mengajukan li’an. Jadi, secara implisit dapat dipahami bahwa, anak yang
dilahirkan kurang enam bulan dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah,
maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang
hakekatnya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.

KHI memahami tenggang waktu enam bulan'tidak dijadikan sebagai
dasar dalam penentuan nasab, tetapi hanya merupakan dasar dalam hal
penentuan batas minimal masa kehamilan,

Sementara pasal 53 dan 99 KHI merupakan hasil kompromi dengan
hukum adat. Dalam hal nikah hamil, kompilasi Hukum Islam (KHI)

meletakkan pada kategori boleh. Selain hal tersebut muncul dalam ungkapan

sebagai  dasar  penyusunan  Kompilasi = Hukum Islam  (KHI);
“Mengislamisasikan hukum adat sekaligus berbarengan dengan upaya
mendekatkan hukum adat ke dalam Islam.”®

Adapun secara | yuridis, ketentuan-ketentuan yang “diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang hukum perkawinan, pada dasarnya
merupakan penegasan ulang hal-hal yang telah diatur delam UU. No. 1 Tahun

1974, dalam penegasan itu sekaligus terdapat beberapa penjabaran lanjut atas

ketentuan-ketentuan No. 1 Tahun 1974 dan PP. No.9 Tahun 1975.

% M. Yahya Harahap, “Informasi Kompilasi Hukum Islani: Mempositifkan Abstraksi
Hukum Islam,” dalam Cik Hasan Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum
Nasional, cet.]1 (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999), him. 57
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Selanjutnya mengenai landasan sosiologis penetapan pasal 53 dan 99
Kompilasi Hukum Islam (KHI), materi kedua pasal tersebut sangat berkaitan
erat. Seperti telah disinggung di depan, bahwa salah satu tujuan perumusan
Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengkompromikan hukum Islam
dengan hukum adat. Pengkompromian ini ditinjau dari aspek realitas bahwa
terjadinya ikhtilaf dalam ajaran figh, dihubungkan pula dengan faktor
sosiologis dan psikologis. Dari faktor-faktor tersebut, kemudian diambil
kesimpulan berdasarkan asas istislah. Sehingga dari kedua penggabungan
faktor-faktor ikhtilaf dan urf, perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI)
berpendapat, bahwa maslahat membolehkan kawin hamil lebih besar dari pada
melarangnya.®’

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa hal yang menjadi ketentuan
dalam penerapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

1. Wanita tersebut nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan
ketentuan siapa laki-laki yang mau mengawini dianggap benar sebagai
lelaki yang menghamili kecuali si'wanita mengingkarinya.

2. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiranbayi yang
ada dalam kandungan.

3. Anak dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan
hubungan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawini ibunya.

Anggapan seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai hukum

adat yang menetapkan asas: “Setiap tanaman yang tumbuh di ladang

37 Ibid,, hlm. 57
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seseorang dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam”.
Lebih jauh lagi kebolehan kawin hamill bermaksud untuk memberikan
perlindungan hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, schingga pasal
99 yang mengatur tentang anak sah khusus dalam point a). dinyatakan bahwa,
anak sah adalah anak yang lahir akibat atau dalam perkawinan yang sah.
Dalam hal ini anak yang ada dalam kandungan tetap berstatus scbagai anak
sah dan mempunyai hubungan hukum dengan suvami ibunya. Dengan
demikian ada hubungan saling mewarisi, memberi nafkah antara keduanya,
dan bila anak tersebut adalah perempuan, maka bapak biologis berhak
menjadi wali nikah.

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan
dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri

Agama atau pejabat yang ditunjuk menteri bertindak sebagai wali nikah bagi

calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali
atau wali melakukan adal (menolak menjadi wali nikah).*®

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indorcsia No. 2
Tahun 1987 tentang wali hakim, ‘maupun dalam ketentuan Surat Edaran
Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR,
Departemen Agéma Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan

Urusan Haji, telah ditentukan solusi perkawinan bagi mempelai perempuan

38 Sahal Mahfud, Sesuai Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar,
Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama’® 1926-1999M (ttp.: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU
Jawa Timur, Oktober, 2004), him 565. Lihat juga DEPAG, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah
Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Jakarte: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam
Zakat Dan Wakaf, 1997/1998), him. 36,
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yang berada dalam kesulitan memperoleh wali nikah karena, tidak
mempunyai wali ﬁasab sama sekali, wali dalam tahanan, wali tidak diketahui
tempatnya, walinya sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki sedang
wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada ditempat yang jaraknya
mencapai masafatul qasri, wali berada dalam tahanan atau penjara yang tidak
boleh ditemui, walinya mogok, tidak bersedia menikahkan (adal), wali
sedang melakukan ibadah haji atau umrah, walinya gila atau fasik dan
dilahirkan kurang dari enam bulan.

Ketentuan penggunaan wali hakim, ini berdasarkan hadis sebagai

berikut:

B LN e dy olald
BRSNS

Hadis tersebut juga didukung oleh kaidah figih:
: 40;3«—«.;5.“ s..,.lé“ ZFIAY
b o oIS ke 5y wadh A iye asetek

Ketentuan seperti ini’ sesual dengan asas pentasyri’an syari’at
(penentuan hukum) yaitu mafyu al-hardj atau. menghilangkan  kesulitan.
Karena wanita yang hendak melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali

yang berhak menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan ini digunakan

* Tbnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis No. 1879.

% Ymam Musbikin, Qawa’id al-Fighiyyal (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),
him. 38

1 Ibid., hlm. 79.
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wali hakim. Demikian juga sesuai dengan asas pentasri’an syari’at yakni asas
taisir (mempermudah) dan takfif (memperingan). Sehingga aturan scperti ini
telah memenuhi konsep magasid as-syari’ah demi kemaslahatan umum.*
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (field reaserch),
karena data diperoleh dari hasil Penelitian ini masuk kategori penelitian
lapangan (field reaserch), Sifat Penelitian
Penelitian skripsi ini bersifat preskriptif-analitik, yakni menilai
secara intensif terhadap praktek wali hakim bagi mempelai perempuan
yang dilahirkan kurang dari enam bulan dalam prespektif hukum Islam.
2. Pendekatan Masalah
Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji
permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang mengacu pada perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia
b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang .'didasarkan kenada al-
Qur’an, sunnah Nabi, ijtihad ulama’, dan kaidah-kaidah ushuliyah
3. Tekhnik Pengumpulan Data
Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah

penelitian lapangan (field reserch) dengan mengambil Kantor Urusan

2 Jad al-Haq, al-Figii al-Islamy (ttp.: Majma’ al-Buhus al-Islamiyah, 1998), him. 115.
Lihat juga, Zarkasji Abdul Salam dan Fathurrahman, Pengantar llmu Figh, cet. ke-2 ('Y ogyakarta;
LESFI, 1994), him 13,
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Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sebagai tempat penelitian,
maka penyusun memperoleh data yang meliputi dari sumber primer, yaitu
data yang diperoleh dari hasil:

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada obyek yang akan diteliti,
dalam hal ini KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

b. Interview," yaitu wawancara atau meminta pendapat secara langsung
kepada Bp. Pardiman, Bp. Badari, selaku penghulu KUA. Pandak,
Bp.Ali Naseh, selaku mantan Kepala KUA :'Pandak, Bp. Hendri, selaku
penghulu KUA. Kecamatan Kotagede, dan Bp.‘Muh_ammad Taufiq,
selaku Staf Urais Depag. Kabupaten Bantﬁl, yang menurut penyusun
dipandang mengetahui permasalahan yang diteliti berkaitan dengan
pokok permasalahan yang ada.

c. Dokumentasi®, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan jalan
meneliti Surat Pemeriksaan Pernikahan (model NB), monografi KUA
Pandak, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan

khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

* Observasi atau yang sering juga disebut dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan
pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Lihat
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11 (Jakarta: PT.
Rieneka Ilmu 1998), him, 146.

“ Interview atau sering juga disebut dengan wawancara atau koesioner lisan, adalah
sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara (intervewer) untuk memperoleh informasi dari
terwawancara, Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, him. 145.

* Dokumentasi dari asal dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam
melakukan metode dokumentasi, peneliti mentelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku,
majalah, dokumen, peraturan dan lain sebagainya. Lebih jelasnya lihat; Suharsini Arikunto,
Prosedur Penelitian, hlm. 149
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Adapun sumber data selanjutnya adalah sumber data sekunder,
yaitu data yang diperoleh dari buku atau karya ilmiah yang ada
relevansinya dengan pembahasan skripsi.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun terlebih dahulu mengumpulkan
data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan,
kesesuaian dengan tema yang diangkat, mengklarifikasi, dan
mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
Pada tahap selanjutnya kemudian menganalisa data yang berkaitan dengan
tema dan pokok permasalahan yang diangkat.

Analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini,
adalah metode analisis kualitatif,’® dengan metode berpikir induktif,"’
yaitu setelah penyusun memperoleh data-data tentang perkara pernikahan
anak tidak sah di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dan data
tersebut telah terkumpul dengan lengkap, maka dilanjutkan dengan
menganalisa data-data_tersebut, dimulai dari” fakta-fakta yang bersifat
khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik suatu kesimpulan yang

bersifat umum.

* Analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan
angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data
yang penyusun inginkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas
Syari’ah PRESS, 2004), hlm. 75

7 Metode berpikir Induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat
khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum. Sutrisno Hadi, Metodologi
Research, cet. ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42
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Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab. Bab
pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada
substansi penelitian ini.

Kemudian teori tentang wali hakim sebagai wali nikah dalam hukum
Islam, disajikan pada bab kedua. Pada bab ini meliputi, pengertian
perkawinan dengan menggunakan wali hakim, faktor-faktor penyebab
terjadinya perkawinan dengan wali hakim, beserta landasan pemberlakuan
wali hakim. Sehingga dari paparan bab ini, secara teoritis diketahui landasan
tentang pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah dalam hukum Islam.

Selanjutnya pada bab ketiga disajikan wali hakim sebagai wali nikah
bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan. Sajian
bab ketiga ini sangat signifikan sekali, karena pada bab ini gambaran tentang
praktek wali hakim sebagai wali nikah' bagi mempelai perempuan yang
dilahirkan kurang dari’ enam bulan di KUA. Kecamatan Pandak akan
diketahui. Pada bab ini meliputi, gambaran-umum KUA. Pandak yang terdiri
dari letak éeografis, sejarah singkat, dan struktur organisasi, kemudian
dilanjutkan dengan eksplorasi praktek wali hakim bagi mempelai perempuan
yang dilahirkan kurang dari enam bulan, beserta pertimbangan penghulu
KUA. Kecamatan Pandak, dalam memberlakukan wali hakim sebagai wali

nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.
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Kemudian pembahasan pada bab tiga, ditutup dengan analisa. Pada sub bab
ini, penyusun menganalisa praktek wali hakim sebagai wali nikah mempelai
perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan dalam prespektif hukum
Islam.

Bab keempat merupakan penutup pada pembahasan skripsi ini. Pada
bab ini, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-
saran, guna tefwuj udnya kebaikan hukum perkawinan Islam khususnya
permasalahan wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang

dilahirkan kurang dari enam bulan.



BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan panjang vyang telah dipaparkan di atas, akhirnya

sampai pada kesimpulan yang menjadi akhir dari penelitian ini. Kesimpulan

ini berisi tiga poin yang perlu digaris bawahi, yaitu,

1.

Sikap penghulu  KUA Pandak terhadap permasalahan ini,  lebih
dipengaruhi oleh Jumhur wulama’ vyang mengatakan, bahwa batasan
minimal enam bulan scbagai dasar untuk menghubungkan nasab anak
kepada bapaknya. Berkaitan dengan batas minimal masa kchamilan
tersebut, maka ketika kelahiran anak sudah melewati batas waktu cnam
bulan dari saat akad, maka anak terscbut besar kemungkinan memang
lahir sebagai akibat dari perkawinan, schingga 1a bisa dinasabkan pada
bapaknya. Sedangkan konsckuensi dari ketetapan tersebut yaitu, jika
kelahirannya kurang. dari waktu. enam bulan dari, masa akad, maka ia
tidak dapat bernasab kepada bapaknya. Wkuran ini di'ami_vil dari_firman
Allah SWT. Al-Ahqaf (46):15 dan Dugman (31):14.

Sementara itu tentang pemberlakuan Pasal 53 dan 99 KII, menurut
penghulu Pandak memang dalam satu segi, menunjukkan adanya
kemaslahatan agar anak jangan sampai tidak mempunyai nasab. Namun
apabila ditinjau dari segi moral, anggapan itu akan mudah  disalah
gunakan untuk melindungi kemerosotan inora]. Dengan

dimungkinkannya pengakuan anak yang jelas terjadi scbagai akibat

&9
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hubungan zina, orang tidak akan merasa keberatan untuk melakukan
hubungan sebelum perkawinan, sebab akhirnya anak yang lahir dapat
dinyatakan sebagai anak sah kedua orangtuanya.

Oleh karena itu, penghulu Padak dalam pemberiakuan wali nikah yang
berhak untuk menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang
dari enam bulan tidak mendasarkan pada Pasal 53 dan 99 KHI

Selain  beberapa  faktor  yang telah  discbutkan  diatas, ada  satu
pertimbangan lagi dari penghulu KUA Pandak dalam memberlakukan
wali- hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan
kurang dari enam bulan. Ternyata masyarakat di lingkungan Kecamatan
Pandak lebih menerima  kehadiran Jumhur Ulama’  dalam  melihat
batasan enam bulan sebagai dasar penentuan nasab dari pada ketentuan
Pasal 53 dan 99 KHIL

Praktek yang dilakukan olch KUA. Kecamatan Pandak dalam
menikahkan mempelai perempuan yang lahir kurang dari criam bulan
perkawinan orang tua sesuai dengan ketentuan hukom Islam.

Salah satu sebab adanya perbedaan diantara” KUA dalam nicnentukan
wali nikah mempelai’ perempuan yang dilahirkan kurang dari enam
bulan, disebabkan dasar hukum yang digunakan masing-masing KUA
dalam menentukan status anak berlainan.

KUA Kecamatan Pandak menggunakan ketentuan Hukum Islam,
Peraturan Mentri Agama Nomor: 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, dan

Surat Edaran Departemen Agama Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang
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petunjuk pengisian formulir NTCR, yang menjadikan waktu tenggang
enam bulan sebagai dasar penentuan hubungan nasab dan bila mempelai
perempuan itu terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan, maka wali
nikah yang berhak untuk menikahkannya adalah wali hakim.

Sementara, di KUA Kecamatan Kotagede, wali nikah mempelai
perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan cukup menggunakan
bapak biologisnya. Pemberlakuan wali nikah bapak biologis ini
didasarkan pada Undang-undang Perkawinan No. | Tahun 1974 Pasal 42
dan KHI Pasal 99 dan 53 yang tidak mendasarkan waktu eram bulan

sebagai batasan dalam menentukan hubungan nasab.

B. Saran-saran

Sebagaimana tclah  dijelaskan di - atas  bahwa Islam = memandang
perkawinan adalah sesuatu yang sakral, maka sudah sclayaknya bila Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam mengatur perkawman, tidak
bertentangan dengan hukum - Islam.. Oleh . karena . itu, —penyusun akan
memberikan beberapa saran yang  barangkali ‘dapat dijadikan  pertimbangan
oleh peneliti hukum Islam, guna mengkaji kembali ~UU. Perkawinan 1 Tahun
1974 dan KHI, schingga kedepan diharapkan tercipta satu ‘konscpsi Undang-
undang perkawinan yang memang benar-benar menampilkan  keseragaman
dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia:

1. Keturunan merupakan salah satu unsur tiang penyangga kehidupan
manusia (maslahah dharuriyyah), maka semestinya UU. No. [ Th. 1974

Pasal 43 dan KHI Pasal 99, memberikan ketegasan terhadap status nasab
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anak yang sesuai dengan kemaslahatan dan tidek bertentangan dengan
hukum Islam.

Urais seyogyanya meningkatkan sosialisasi yang lebih sistematis, rapi, dan
merata  di  tingkatan  KUA  mengenai  sural  edaran  Nomor:
D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk  pengisian formulir  NTCR,
Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Istam dan
Urusan Haji.

Penghulu KUA, agar lebih meningkatkan pemeriksaan terhadap wali nikah
mempelai perempuan. Bila calon mempelai wanita itu adalah anak
pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan dahulu tanggal nikah dan
tanggal lahir anak pertamanya tersebut. Bila terdapal ketidakwajaran,
seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka penghulu
KUA harus memberikan penjelasan dengan sebaili mungkin bahwa wali
nikah anak tersebut pada waktu akad nikah, menggunakan wali hakim.

Jika memang UU. No. 1 Th. 1974 dikatakan atwan hukum yang banyak
sesuai dengan hukum Istam, maka scharusnya para anli hukum, baik yang
berada dilegislatif ‘maupun  lembaga cksekutif dapat “membuat. peraturan
perundang-undangan  tentang perdata, memperhatikan norma-norma dan
kaidah hukum Islam vyang sudah tumbuh subur dalam masyarakat
Indonesia. Dengan demikian, dalam kasus perzinaan, akan tercipta
Undang-undang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan atas

pelaku perzinaan, dengan memberlakukan sanksi hukum terhadap para



pelaku zina, setidaknya supaya tingginya angka prilaku seks bebas dapat
terminimalisir.

Selain upaya hukum, langkah krusial yang harus dilakukan setelah
menyadari bahwa masyarakat I[slam Indonesia sering dihadapkan pada
masalah-masalah sosial seperti pergaulan bebas tersebut adalah perlunya
peningkatan sosialisasi atau penyuluhan hukum lIslam dan kesehatan
biologis bagi para remaja, schingga mercka dapat mengetahur akibat-

akibat negatif dari hubungan scks di luar nikah.
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